PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 1% TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ( KUPA )
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

: 1.

KABUPATEN REMBANG

bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang
menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18
September 2018.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2018 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
(PPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 sebagaimana
terlampir.



KEDUA

KETIGA

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 September 2018.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 2
Ketua,

/{H. D KAMIL MZ.



KEDUA :  Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang .

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 September 2018.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
etua,

H. MAJID KA MZ.



